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Abstrak
 

[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan hak bagi pekerja dapat diberlakukan bagi

pekerja rumah tangga; apakah ada jaminan hak-hak PRT dipenuhi bila ia termasuk ke dalam pekerja sektor

formal; dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak bagi

pekerja rumah tangga.

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan penelitian

deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu

kelompok tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antar dua gejala atau lebih. Dengan

demikian penelitian ini menekankan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam,

disamping menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari

17 orang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di sekitar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang

dan Bekasi (Jabodetabek) yang penulis ambil secara acak, Kepala Seksi (Kasie) Informasi dan Bursa Kerja

Sub Dis Penta Kerja-Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI¬Jakarta, Staf Biro Hukum Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala serta staf Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rumpun Gema

Perempuan juga pars staf yayasan penyalur PRT di Jakarta (3 Yayasan). Selain itu, wawancara juga

dilakukan dengan staf pengajar Hukum Perburuhan sebagai narasumber di bidang hukum perburuhan.

 

Dari analisis terhadap hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa : 1) berdasarkan hukum perburuhan

sebenarnya PRT dapat disebut sebagai pekerja karena adanya perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara PRT

dengan majikan (pemberi kerja) yang dapat dilakukan baik lisan maupun tertulis asalkan memenuhi syarat-

syarat: adanya pekerjaan tertentu, adanya perintah (di bawah perintah), adanya upah,dan dalam waktu

tertentu. Dengan terpenuhinya unsur-unsur perjanjian tersebut, maka hubungan antara PRT dan maj ikan

adalah hubungan kerja; 2) Sehubungan dengan karakteristik khusus yang dimiliki PRT yakni

wilayah/tempat kerja PRT yang yang berada dalam lingkup domestik, tertutup dan jenis/macam pekerjaan

yang berbeda dengan pekerja pada sektor formal maka PRT perlu diatur dalam suatu ketentuan khusus; 3)

Pemerintah khususnya pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya memberikan perlindungan

kepada PRT dengan mengeluarkan Perda No. 6 Tahun 1993 tentang Peningkatan Kesejahteraan

Pramuwisma meskipun dalam perkembangannya Perda tersebut dicabut dan

 

diganti dengan Perda No. 6 tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan karena tidak berjalan sebagaimana

mestinya. Di tingkat pemerintah pusat Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan

instansi dan lembaga terkait telah berhasil menyusun sebuah draft RUU Perlindungan Bagi Pekerja Rumah

Tangga namun sampai saat ini RUU tersebut masih belum disahkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya

pro dan kontra bila RUU tersebut disahkan dan masih adanya tarik menarik kepentingan bila PRT diatur

dalam suatu peraturan perundang¬undangan karena tidak dapat dipungkiri bahwa ada perbenturan
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kepentingan para pengambil kebijakan yang umumnya adalah majikan yang berkepentingan atas PRT. Hasil

penelitian penyarankan agar diberikan perlindungan khusus bagi PRT dalam suatu peraturan perundangan-

undangan baik dalam tingkat undang-undang maupun peraturan daerah agar hak-hak PRT terjamin. Hal ini

berkaitan dengan peranan pemerintah yang berkewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya terutama

hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang layak dan adil. Namun peraturan yang nantinya akan terbentuk itu

jangan justru terlalu memberatkan pengguna jasa (majikan) karena tidak semua pengguna jasa (majikan)

PRT berasal dari golongan mampu (high class)juga harus memperhatikan faKtor sosial budaya yang

berkembang di masyarakat.

 

, This study is conducted in order to find out whether the right provision for worker/labor could be

applicable for housemaid/PRT (domestic workers); if there is any fulfilled right warranty for

housemaid/PRT (domestic workers), if they are classified into formal sector worker; and what efforts which

could be conducted by the government to protect and fulfill domestic help's right.

 

This study uses qualitative approach method on the basis of descriptive study. Therefore, this study

emphasizes primary data so obtained through deeply interview, in addition to secondary data through library

study. Informant required in this study consist of 17 housemaid/PRT (domestic workers) who working

within the surrounding area of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang as well as Bekasi (Jabodetabek) so taken

randomly by the writer, Section Head of Information and Labor Market of Sub-Employment Pebta-

Manpower and Transmigration Jakarta Special Capital Region, Staff of Legal Bureau of Manpower and

Transmigration Departement and Head and Staff on Non Governmental Organization (NGO) of Rumpun

Gema Perempuan as well as staff of Domestic Workers Distribution foundation in Jakarta (3 foundation). In

addition, interview is also conducted with teaching staff of Labor Justice of Law Faculty of University

Indonesia as source person in labor legal sector.

 

On the basis of analysis taken from interview, it could be concluded that : 1) pursuant to the law labor, it

transpires that domestic worker (PRT) could be classified as worker, because there is employment

agreement. Employment agreement between PRT and employer (working provider) could be made either in

oral or in writing, in order words it should fulfill requirements regulating certain activities, order (under the

order), wage, as well as certain period. On the basis of such compliance of agreement element, then

relationship; 2) in line with special characteristics owned by PRT such as House Maid's area/working place

in the scope od domestic, closed as well as work types which are different with any workers in formal

sector, thus Maid House should be regulated in one special provision; 3) Government especially Regional

Government of Jakarta Special Capital Region Province has endeavored to provided protection to the

housemaid issuing Ordinance No. 6 Year 1993 regarding Improvement of Housemaid Welfare, though

under its development the aforementioned Ordinance is revoked and replaced by Ordinance No. 6 year 2004

regarding Manpower, because it does not proceed accordingly. In the central government level, Department

of Manpower and Transmigration cooperated with relevant instance and institution has succeeded to arrange

Bill draft regarding Protection for Domestic Workers. However, up to now, the said Bill Draft has not been

legalized. This matter is due to several factors such as there are still pros and cons, if such Bill Draft is

 

legalized and here is interest tug of war if Bill draft regulated on the basis of laws and regulations.



Nevertheless, it could not be denied that there is conflict of interest on decision maker who is in general is

an employer who is competent the the PRT. On the basis of study result, it suggests that PRT should be

granted protection under laws and regulations either under laws and regulations or ordinance in order to the

warrant for PRT Rights. This mater is related to the government role as the party who has obligation to

fulfill their nation's right especially right for the work and working condition which are proper and fair.

Meanwhile, regulation which would be further made should not be a burden for the service user (employer),

because not all PRT service users (employer) are from high class. It should consider social culture factor

developing in the community.
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